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BAB  II  
 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 

Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan 

pemecahan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang semula mengampu urusan Penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu, Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian namun berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Belitung Timur, berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengampu urusan 

perindustrian dan perdagangan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

mengampu urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

  

Tujuan pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung 

Timur dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Penanaman modal  baik bagi organisasi maupun bagi 

masyarakat dan menciptakan operasionalisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara terpadu. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Daerah susunan organisasi sebagai berikut : 

 

2.1.1 TUGAS 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu. 

 

 

2.1.2 FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Belitung Timur memiliki fungsi: 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu 

pintu;  
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  

c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu;  

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan 

tindakan yang perlu diambil; 

f. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

 

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan Bupati Belitung Timur No.20 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berikut Struktur Organisai Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat terdiri atas; 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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Gambar 2.1 
Struktur Organisasi  

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4  TATA LAKSANA PERANGKAT DAERAH 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional 

prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Administrasi pemerintahan adalah 

pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi 

pemerintah. Standard Operating Procedures (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

Standar Opersional Prosedur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Belitung Timur sampai saat ini belum disusun dan masih berpedoman pada Standar 

Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan 

Kabupaten Belitung Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan  Kabupaten Belitung Timur Nomor : 040  Tahun 2018 

Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Dan Perdagangan,  yang terdiri dari :  

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
PENANAMAN 

MODAL 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
PELAYANAN 

TERPADU SATU 
PINTU 
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1. Standar Operasional Prosedur Umum dan Kepegawaian sebanyak 11 SOP 

2. Standar Operasional Prosedur Subbag Keuangan sebanyak  13 SOP 

3. Standar Operasional Prosedur Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebanyak  12 SOP 

4. Standar Operasional Prosedur Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal sebanyak 9 SOP 

5. Standar Operasional Prosedur Pengendalian Informasi dan Dokumentasi sebanyak 12 SOP 

6. Standar Operasional Prosedur Bidang Pelayan Perizinan sebanyak 42 SOP 

7. Standar Operasional Prosedur Perdagangan sebanyak 9 SOP 

8. Standar Operasional Prosedur Perindustrian sebanyak 12 SOP 

9. Standar Operasional UPT Pengelola Pasar sebanyak 4 SOP 

 

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sampai dengan 31 Maret 2023  didukung Sumber Daya Manusia 

(SDM) Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Pengendalian,Informasi, dan 

Dokumentasi, Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretariat yang saat ini ada di Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur. Jumlah Seluruh pegawai 

saat ini yang mendukung operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Belitung Timur berjumlah 40 orang, terdiri dari 16 orang PNS dan 24 orang tenaga kontrak, 

terdiri dari : 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer serta Kualitas SDM 
 per 31 Maret Tahun 2023 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Kabupaten Belitung Timur 

 

NO KLASIFIKASI PEGAWAI JUMLAH  

A. Pegawai Negeri Sipil 19  PNS 

  1. Berdasarkan golongan/kepangkatan     

   a Golongan II -  Orang 

   b Golongan III 16 Orang 

   c Golongan IV 3  Orang 

  2. Berdasarkan Eselon     

    a Eselon II -  Orang 

    b  Eselon III 4  Orang 

    c  Eselon IV  1  Orang 
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NO KLASIFIKASI PEGAWAI JUMLAH  

  3.  Berdasarkan Tingkat Pendidikan     

   a  Sekolah Dasar - 

   b Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 3  orang 

   c  Diploma 3 5   orang 

   d  Strata 1 11  orang 

   e  Strata 2 -  orang 

  1. Berdasarkan Jenis Kelamin    

    a Laki-laki 9 laki-laki 

    b Perempuan 10 perempuan 

B Tenaga Kontrak   25 Orang 

  1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan     

    a Sekolah Dasar 1  Orang 

    b Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 16  Orang 

    c Diploma 3 1  Orang 

    d  Strata 1 7  Orang 

    e Strata 2 - 

  2. Berdasarkan Jenis Kelamin    

    a Laki-laki 9  Laki-laki 

    b Perempuan 16  Perempuan 

Jumlah Pegawai 44 Orang 

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSPP per 31 Maret Tahun 2023 

 
 
 

Tabel 2.2 
Jumlah Esselon dan Kebutuhan Jabatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Belitung Timur 
 per 31 Maret Tahun 2023 

 

No Jabatan 
Jumlah Pegawai ( orang ) 

Keterangan 
Kebutuhan Tersedia Kekurangan 

      

1 Esselon II.b 1 - 1  kosong 

2 Esselon III.a 1 1 -   

3 Esselon III.b 3 3 -   

4 Esselon IV.a 1 1 -   

5 Esselon IV.b - - -    

6 
Kelompok Jab. Fungsioanl/ jabatan 
lainnya 

17 15 2 
 Pemenuhan 
sekretariat 

Jumlah 23 20 3   

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSPP  per 31 Maret Tahun 2023 
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Tabel 2.3 

Keadaan Pegawai  
Pada Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Kabupaten Belitung Timur 
per 31 Maret Tahun 2023 

 

No Jabatan Pangkat/Golongan Jumlah Pegawai Keterangan 

1 Kepala Dinas - -  Kosong 

2 Sekretaris Pembina Tk.I /IV b 1 Orang Pejabat Definitif 

3 
Kabid Promosi dan Perencanaan 
Penanaman Modal 

Penata Tk I/III d 1 Orang  Pejabat Definitif 

4 
Kabid Pengendalian Informasi dan 
Dokumentasi 

Pembina/IV a   1 Orang  Pejabat Definitif 

5 Kabid Pelayanan Perizinan Pembina/IV a 1 Orang  Pejabat Definitif 

6 
Kasubbag Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Penata /III c 1 Orang  Pejabat Definitif 

7 
Analis Keuangan Pusat dan Daerah 
Ahli Muda 

Penata Tk.I/III d 1 Orang    

8 Perencana Ahli Muda Penata Tk.I/III d 1 Orang   

9 
Penata Kelola Penanaman Modal 
Ahli Muda 

Penata Tk.I/III d 2 Orang   

10 
Penata Kelola Penanaman Modal 
Ahli Muda 

Penata/IIIc 1 Orang   

11 Pengelola Kerjasama dan Investasi Penata Muda Tk.I/III b 1 Orang   

12 Pengelola Dokumentasi Penata Muda Tk.I/III b 1 Orang   

13 Penata Perizinan Penata Tk.I/III d 1 Orang   

14 Pengelola Dokumen Perizinan Penata Tk.I/III d 1 Orang   

16 Analis Kerjasama dan Permodalan Penata Muda Tk.I/III b 1 Orang   

23 Bendahara Penata Muda Tk.I/III b 1 Orang   

24 Pengadministrasi Keuangan Penata/IIIc 1 Orang   

25 Pengadministrasi Umum Penata Muda/III a 1 Orang   

27 
Pengadministrasi Perencanaan dan 
Program 

Penata Muda/III a 1 Orang   

29 Tenaga Kontrak - 25 Orang   

  Jumlah 44 Orang   

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSPP per 31 Maret Tahun 2023 

 

Tabel 2.4 
Pelatihan/Bimtek Pegawai yang Telah diikuti Tahun 2018, 2019, 2020, 2022 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 
 

NO PEGAWAI JENIS PELATIHAN/BIMTEK 
TAHUN 

PELAKSANAAN 

URUSAN PENUNJANG LAINNYA   

1 Erliyanti, SE 
Mengikuti Diklat Rencana Srategis (Renstra) 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Angkatan III 
Tahun 2018 di Jakarta 

2018 
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NO PEGAWAI JENIS PELATIHAN/BIMTEK 
TAHUN 

PELAKSANAAN 

2 Susi Aprianti, A.Md 
Mengikuti Pelatihan Perpajakan untuk Bendahara 
Pemerintah Daerah di MEP FEB UGM Yogyakarta 

2019 

3 Yayu Sulistia 
Mengikuti Pelatihan Perpajakan untuk Bendahara 
Pemerintah Daerah di MEP FEB UGM Yogyakarta 

2019 

4 Erliyanti, SE 
Mengikuti Pelatihan Penyusunan Perencanaan 
dan Penganggaran Daerah di MEP FEB UGM 
Yogyakarta 

2019 

5 Fahzil Josan Mengikuti Sosialisasi LPPD di Yogyakarta 2020 

6 Erliyanti, SE 
Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 

2022 

7 Fahzil Josan 
Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

2022 

URUSAN PENANAMAN MODAL   

8 Mardhia, S.Si 

Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kegiatan 
Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah 
Bangunan  Gedung Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2017 di Pangkalpinang 

2017 

9 Mardhia, S.Si 

Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Mengenai 
Sistem Berbasis Online Single Submission (OSS) ke 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
di Jakarta 

2018 

10 Budi Yuliansyah, SE 

Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Mengenai 
Sistem Berbasis Online Single Submission (OSS) ke 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
di Jakarta 

2018 

11 Budi Yuliansyah, SE 
Mengikuti Bimbingan Teknis PTSP Bidang PM 
Angkatan I 

2018 

12 Agus Helmi Mk, A.Md 
Mengikuti Bimbingan Teknis PTSP Bidang PM 
Angkatan I 

2018 

13 Agus Helmi Mk, A.Md 
Mengikuti Training Of Trainers (TOT) Aplikasi 
Perizinan online (Si Cantik) 

2018 

14 Mardhia, S.Si 
Mengikuti Bimtek Penyelenggaraan PTSP di 
Lombok, Nusa Tenggara Barat 

2018 

15 Mardhia, S.Si 
Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis 
Penerapan Online Single Submission (OSS) di 
Jakarta 

2018 

16 Suciliswati, SE 
Workshop Implementasi Disiplin dan Kode Etik 
ASN 

2022 

17 Erniati, S.AP 
Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Online Single 
Submission 

2022 

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPMPTSPP per 31 Maret 2023 
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2.2.2 SUMBER DAYA ASET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA) 

 

Data Aset tetap berdasarkan data aset Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Perdagangan Tahun Anggaran 2022 berupa sarana dan prasarana gedung kantor beserta 

peralatannya, ditunjukkan dengan tabel di bawah ini: 

 
Tabel 2.5 

DATA ASET TETAP DPMPTSPP BERDASARKAN NILAI  
Per 31 Desember 2022 

 

ASET TETAP 
31 Desember 2022 

(Rupiah) 

Tanah 10.443.559.200,00 

Peralatan dan Mesin 6.095.747.911,00 

Gedung dan Bangunan 39.349.796.934,66 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.884.484.905,99 

Aset Tetap Lainnya 119.571.800,00 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 321.427.100,00 

Akumulasi Penyusutan (12.302.282.720,00) 

Jumlah Aset Tetap 47.912.305.131,65 

Sumber data : Laporan Keuangan DPMPTSPP  per 31 Desember  2022 

 
 

Tabel 2.6  
DATA ASET TETAP DPMPTSPP 

Per 31 Desember 2022 

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

TANAH 

1 Tanah Bangunan Gedung Pameran 1 

2 Tanah Bangunan Industri Bengkel 1 

3 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 4 

4 Tanah Bangunan Pasar 8 

5 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III 2 

6 Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan 2 

   

PERALATAN DAN MESIN 

  ALAT BESAR   

1 Pompa Air 4 
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

2 pompa lainnya (dst) 0 

3 Pompa Tangan 3 

4 Portable Generating Set 1 

5 Portable Water Pump 10 

6 Stationary Water Pump 1 

  KOMPUTER   

1 Hard Disk 9 

2 Hub 1 

3 Lap Top 34 

4 Local Area Network (LAN) 6 

5 Note Book 2 

6 P.C Unit 31 

7 Peralatan Jaringan lainnya 14 

8 peralatan mainframe  lainnya (dst) 26 

9 Peralatan Personal Komputer lainnya 5 

10 Personal Komputer lainnya 1 

11 Printer (Peralatan Personal Komputer) 44 

12 Router 2 

13 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 5 

14 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3 

15 Server 1 

  ALAT KESELAMATAN KERJA   

1 Tenda 0 

2 Alat Pemadam Kebakaran 1 

  ALAT ANGKUTAN   

1 Gerobak Dorong 37 

2 kendaraan dinas bermotor perorangan  lainnya (dst) 1 

3 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 3 

4 Pick Up 1 

5 Sepeda Motor 14 

  ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR   

1 Air Blower 0 

2 alat timbangan/biara  lainnya (dst) 0 

3 alat ukur lain-lain  lainnya (dst) 18 

4 Anak Timbangan Bidur 283 

5 Ban Ukur 1 

6 Bejana Ukur 5 

7 Kaki Tiga Gantungan Dacin 1 

8 Landasan Cap Lengkap 1 

9 Mesin Kompresor 1 
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

10 Mesin Pengepres Kulit 1 

11 Mesin Penghalus 2 

12 
perkakas konstruksi logam yang transportable (berpindah) 

lainnya (dst) 
2 

13 Scanner (Universal Tester) 0 

14 Stopwatch 1 

15 Tang Plombir / Segel 4 

16 Timbangan Meja Capasitas 10 Kg 1 

17 Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan 9 

18 Tool Set 2 

19 Vernier Caliper 1 

  ALAT PERTANIAN   

1 Rak-Rak Penyimpan 2 

  ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA   

1 A.C. Sentral 1 

2 A.C. Split 37 

3 Alat Dapur lainnya 5 

4 Alat Kantor Lainnya 38 

5 Alat Pemadam/Portable 2 

6 Alat Penghancur Kertas 3 

7 Alat Rumah Tangga Lain-lain 250 

8 Bangku Tunggu 0 

9 Brandkas 3 

10 Camera film 0 

11 Camera Video 4 

12 CCTV - Camera Control Television System 5 

13 Dispenser 12 

14 Equalizer 1 

15 Filing Cabinet Besi 45 

16 Handy Cam 0 

17 Jam Elektronik 0 

18 Jam Listrik 0 

19 Kipas Angin 15 

20 Kompor Minyak 0 

21 Kompor gas 1 

21 Kontainer 2 

22 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 

23 Kursi Lipat 120 

24 Kursi Putar 70 

25 Kursi Tamu 9 
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

26 Lemari Besi/Metal 5 

27 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 3 

28 Lemari Buku Untuk Perpustakaan 2 

29 Lemari Es 5 

30 Lemari Kaca 14 

31 Lemari Kayu 12 

32 Loudspeaker 14 

33 Meja 1/2 Biro 94 

34 Meja Kerja Kayu 6 

35 Meja Komputer 11 

36 Meja Panjang 0 

37 Meja Rapat 1 

38 Meja Resepsionis 1 

39 Meja Telepon 6 

40 Mesin Absensi 3 

41 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 2 

42 Mesin Hitung Manual 0 

43 mesin ketik  lainnya (dst) 0 

44 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 1 

45 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 2 

46 Mesin Pemotong Rumput 3 

47 Mesin Penghitung Uang 1 

48 Meubeleur lainnya 32 

49 Overhead Projector 2 

50 Papan Pengumuman 4 

51 Papan Tulis 0 

52 Papan Visual/Papan Nama 2 

53 Rak Besi 19 

54 Rak Kayu 2 

55 Rak Piring Alumunium 2 

56 Sofa 5 

57 Sound System 4 

58 Tabung Gas 2 

59 Tangga Aluminium 6 

60 Televisi 6 

61 Tiang Bendera 3 

62 Tustel 0 

63 White Board 20 

64 Wireless 2 

65 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 2 



   

 

  DINAS PENANAMAN MODAL 
  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 BELITUNG TIMUR 

 
 

RENSTRA PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026 

 
 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II - 12 

 

NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

66 Kursi Rapat 5 

67 Stabilisator 0 

68 Karpet 56 

69 Meja Kerja Pejabat Lainnya( Meja Sidang ) 1 

70 Attachment 1 

  ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR   

1 Audio Amplifier 1 

2 Camera Electronic 2 

3 Digital LED Running Text 1 

4 Disc Record Player 0 

5 Facsimile 0 

6 GPS Receiver 1 

7 Handy Talky (HT) 2 

8 Mesin Jilid 1 

9 Mesin Lipat 5 

10 Microphone/Wireless MIC 1 

11 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 

  ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN   

1 alat kedokteran tht  lainnya (dst) 0 

2 Emergency Kit 4 

  ALAT LABORATORIUM   

1 Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg 3 

2 Alat Tenun Reeling 10 

3 Gelas Ukur 1 

4 Meja Kerja 1 

5 Mesin Mixer Coumpond 2 

6 Mesin Pengering 3 

7 Mesin Spinning 2 

8 Mesin Vacum Trockner Dryne 3 

9 Pogmill Machine 3 

10 Range Finder (Peralatan Hidrologi) 0 

11 Timbangan Elektronik 4 

12 Tungku 2 

13 TV Monitor 0 

14 Wajan Teflon 2 

GEDUNG DAN BANGUNAN 

1 Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen 2 

2 Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst) 5 

3 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 4 

4 Bangunan Gedung Kantor Permanen 6 
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

5 Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst) 9 

6 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 2 

7 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 1 

8 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen 3 

9 Bangunan Gudang Tertutup Permanen 1 

10 Bangunan Menara Pengawas Permanen 5 

11 Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) 8 

12 Gedung Garasi/Pool Permanen 1 

13 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 23 

14 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen 1 

15 Gedung Pos Jaga Permanen 3 

16 Pagar Permanen 8 

17 Tugu Pembangunan 3 

18 Tugu/tanda batas lainnya 2 

JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 

1 Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) 3 

2 Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air 1 

3 Bangunan Penguat Tebing/Pantai 3 

4 Instalasi Air Kotor Lain-lain 1 

5 Jalan Kabupaten Lain-lain 1 

6 Jalan Khusus Lain-lain 2 

7 Jaringan Distribusi Lain-lain 2 

8 Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA 16 

9 Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil 1 

10 Jaringan Transmisi Lain-lain 4 

11 Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA 1 

12 Saluran Drainage 5 

13 Sumur Artetis 5 

14 
Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan 

Sumber Air) 
1 

15 Sumur Resapan 6 

ASET TETAP LAINNYA 

  BAHAN PERPUSTAKAAN   

1 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 54 

2 Buku Umum Lain-lain 16 

3 Agama Islam 6 

4 Ekonomi 11 

5 Hukum 126 

6 Perdagangan 4 

7 Ilmu Perdagangan Khusus Industri 7 
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NO SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

  TANAMAN   

1 Tanaman Keras 1436 

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

1 
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (DED Revitalisasi Pasar 
Sukamandi) 

1 

2 
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultasi 

Frimari Studi Pembangunan Pasar Kuliner Terapung) 
1 

3 
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Jasa Konsultansi 
Perencanaan DED Landscape Pujamas Gantung) 

1 

4 
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Design 

Gedung Laboratorium Metrologi Legal) 
1 

5 
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan (Review DED Pujasera 
Gantung) 

1 

ASET LAINNYA 

  ASET TIDAK BERWUJUD   

1 Software (Sistem Perizinan Terpadu) 1 

2 Software (Menejemen Server) 1 

3 Software (Aplikasi Informasi Harga + Digital signare) 1 

Sumber data : SIMDA Barang Bagian Pengurus dan Penyimpan Barang per 31 Desember  2022 
 

 

 

2.3  KINERJA PELAYANAN  

 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dibentuk Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur merupakan pemisahan tugas 

dan fungsi dari  Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  Kabupaten 

Belitung Timur yang mengampu urusan Penanaman modal, perdagangan dan perindustrian menjadi 2 (dua) 

perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengampu urusan 

penanaman modal dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengampu urusan Perdagangan dan 

Perindustrian. 

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 

yang akan dijelaskan dalam Renstra ini adalah kinerja pelayanan Urusan Penanaman Modal  tahun 2018, 2019 

dan 2020 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan  Kabupaten 

Belitung Timur selama periode Renstra perubahan 2016-2021 dan kinerja urusan perdagangan dan 

perindustrian tahun 2021 dan 2022 untuk Renstra periode 2021-2026 . Berikut Tabel capaian kinerja 

pelayanan. 
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Tabel 2.7 

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur 

 

 

NO Indikator 
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A. Indikator Renstra 2016-2021                                     

  
INDIKATOR PERUBAHAN (Renstra 
Perubahan) 

                                    

  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Layanan PTSP (skor) 

    √ 78,2 83 83,5 - - 78,2 84,57 86,23 - - 100% 102% 103,27% - - 

  
Pertumbuhan industri  Kecil dan 
Menengah (Persen) 

  √   1,24 1,28 1,3 - - 1,24 9,96 5,73 - - 100% 778% 440,77% - - 

  

Persentase penambahan investor 
yang  merelisasikan  investasinya 
(PMDN/PMA) berdasarkan LKPM             
(persen) 

    √ - 3,33 4,84 - - - 19,7 24,66 - - - 592% 509,10% - - 

  
Rata-rata lama  proses penyelesaian  
perizinan (Hari) 

    √ 
4,85 
hari 

4 hari < 4 hari - - 4,85 hari 4 3 - - 100% 100% 125% - - 

  
INDIKATOR SEBELUM PERUBAHAN 
(Renstra Sebelum Perubahan) 

                                    

  
Persentase pemenuhan kebutuhan 
peningkatan kapasitas sumber daya 
aparatur 

    √ 100 - - - - 100 - - - - 100% - - - - 

  
Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM 
(IKK) 

  √   78,2 - - - - 78,2 - - - - 100% - - - - 

  Jumlah Penerbitan Izin (IKK)   √   801 SK - - - - 801 SK - - - - 100% - - - - 

   Lama Proses Perizinan (IKK)   √   < 5 hari - - - - < 5 hari - - - - 100% - - - - 

  

Terselenggaranya Bimbingan 
Pelaksanaan Kegiatan Penanaman 
Modal kepada masyarakat dunia 
usaha(SPM) 

√     100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 

  

Terselenggaranya pelayanan 
perizinan dan non perizinan bid. PM 
melalui PTSP di Bid. PM berupa 
Pendaft. PMDN, TDP dan SIUP (SPM) 

√     100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 
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NO Indikator 
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
Terimplementasikannya Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPM) 

√     100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 

  
Terselenggaranya sosialisasi 
kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha  

    √ 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 

  Penyelesaian Izin Lokasi (IKK)   √   100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 

  
Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
(IKK) 

  √   0 kali - - - - 0 kali - - - - 100% - - - - 

  
Persentase tersedianya informasi 
peluang usaha sektor/bidang usaha 
unggulan 

    √ 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - - 

  
Jumlah kepesertaan promosi 
penanaman modal baik regional 
maupun nasional 

    √ 11 kali - - - - 11 kali - - - - 100% - - - - 

  
Jumlah investor berskala nasional 
(PMDN/PMA) 

    √ 
8 

investor 
- - - - 8 investor - - - - 100% - - - - 

  
Jumlah nilai investasi berskala 
nasional (PMDN/PMA)  

  √   

Rp 
150.898
.690.03

3 

- - - - 
Rp 

150.898.6
90.033 

- - - - 100% - - - - 

  
Rasio daya serap tenaga kerja bidang 
Penanaman Modal 

    √ 
159,84 

TK 
- - - - 159,84 TK - - - - 100% - - - - 

  
Persentase kenaikan / penurunan 
Nilai Realisasi PMDN  

    √ -68,09 - - - - -68,09 - - - - 100% - - - - 

B Indikator Renstra 2021-2026                                 - - 

  Indeks kepuasan layanan penunjang       - - - 
65-

76,60=C 
65-76,60 

= C 
- - - 

C 
(74.75) 

B 
(85,33) 

- - - 97,26 111,40 

  Nilai AKIP perangkat daerah        - - - B> 60-70 
B > 60-

70 
- - - 

B 
(63.08) 

B(71,72) - - - 90,11 102,46 

  
Rata-rata Tingkat kepatuhan 
pelayanan 

      - - - 
Sedang 
(51-80) 

Sedang 
(51-80) 

- - - 
Sedang 
(79.99) 

81,50 
(Kualitas 
Tinggi) 

- - - 99,99 101,88 



   

 

  DINAS PENANAMAN MODAL 
  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 BELITUNG TIMUR 

 
 

RENSTRA PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026 

 
 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah II - 17 

 

NO Indikator 
Target 
SPM 

Target 
IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

Persentase data dan informasi 
perizinan dan non perizinan yang 
terintegrasi (Persen) 

      

- - - 63 65 - - - 83,33 100 - - - 132,27% 
153,85

% 

  

Persentase penambahan investor 
yang merealisasikan investasinya 
(PMDN/PMA) berdasarkan LKPM 
(Persen) 

      

- - - 11,16 11,2 - - - 53,06 22,67 - - - 475,45% 
202,41

% 
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Urusan Penanaman Modal 

Capaian kinerja pelayanan urusan Penanaman modal merupakan capaian dari target urusan Penanaman modal yang 

ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan periode 2016-2021 

dan renstra periode 2021-2026. Berikut realisasi capaian target urusan Penanaman modal tahun 2018, 2019, 2020 

pada periode renstra periode 2016-2021 dan periode renstra 2021-2022 untuk tahun 2021, 2022. 

Capaian Indikator Pada Renstra Perubahan 

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan PTSP  

Indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM 

ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Capaian IKM bidang penanaman modal pada tahun 2018, 2019, 

dan 2020 dapat dikategorikan mutu pelayanan B dengan kategori pelayanan Baik dengan interval konversi 

IKM (76,61 – 88,30). Indikator ini dipakai pada Renstra Perubahan maupun pada Renstra sebelum perubahan. 

Untuk rasio capaian setiap tahun  diperoleh nilai 100 persen atau lebih 

 

• Persentase penambahan investor yang  merelisasikan  investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM  

Indikator ini baru ada di renstra perubahan, sehingga untuk capaian realisasi hanya ada pada tahun 2019 dan 

2020. Rasio capaian indikator ini melebihi dari 100 persen, dikarenakan pada saat penetapan target, investor 

baru yang melaporkan  investasinya sangat sedikit.  

• Rata-rata lama  proses penyelesaian  perizinan 

Indikator ini digunakan pada Renstra Perubahan maupun sebelum perubahan dengan nomenklatur yang 

sedikit berbeda. Pada periode Renstra sebelum perubahan nomenklatur yang digunakan aladalh lamanya 

proses perizinan. Rata-rata lama proses penyelesaian perizinan merupakan rata-rata lamanya suatu perizinan 

selesai. Lama proses perizinan adalah dimulai dari berkas pemohon yang diterima oleh PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu) di bagian pendaftaran sampai dengan terbitnya izin. Lama proses perizinan ini dihitung 

selama berkas pemohon ada di PTSP. Sedangkan apabila  dalam proses terbitnya izin, mengharuskan 

menggunakan rekomendasi oleh Dinas Teknis, hari dimana  berkas pemohon diserahkan ke Dinas teknis tidak 

dihitung ( tidak menjadi hitungan lamanya proses perizinan di PTSP), dan apabila berkas pemohon tersebut 

diserahkan kembali oleh Dinas teknis ke PTSP, hari (lama berkas di PTSP) dihitung lagi. Rasio capaian indikator 

ini selama periode Renstra (tahun 2018, 2019 dan 2020) diperoleh nilai sebesar 100 persen.  

Capaian indikator pada Renstra sebelum perubahan 

Rasio capaian indikator pada renstra sebelum perubahan seluruhnya adalah 100 persen, dikarenakan pada saat 

penyusunan renstra perubahan, adanya perubahan target indikator. Indikator-indikator tersebut sudah tidak 

digunakan lagi pada Renstra Perubahan. Indikator- Indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

• Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
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• Jumlah Penerbitan Izin 

• Lama Proses Perizinan 

• Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 

• Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bid. PM melalui PTSP di Bid. PM berupa Pendaft. 

PMDN, TDP dan SIUP 

• Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 

• Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 

• Penyelesaian Izin Lokasi 

• Pelayanan Pengaduan Masyarakat 

• Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 

• Jumlah kepesertaan promosi penanaman modal baik regional maupun nasional 

• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 

• Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 

• Rasio daya serap tenaga kerja bidang Penanaman Modal 

• Persentase kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 

 

Capaian indikator pada Renstra 2021-2026 

• Indeks kepuasan layanan penunjang  

Indikator ini merupakan indikator urusan penunjang yang ada pada Renstra DPMPTSPP tahun 2021-2026 

Perolehan capaian  indeks kepuasan layanan penunjang  tahun 2021 sebesar 74,75 dengan nilai  mutu 

pelayanan C  dan rasio capaian sebesar 97,26 persen dan tahun 2022 sebesar 85,33 dengan nilai mutu 

pelayanan B atau dengan rasio capaian sebesar 111,40 persen 

• Nilai AKIP perangkat daerah  

Indikator ini merupakan indikator urusan penunjang yang ada pada Renstra DPMPTSPP tahun 2021-2026 

Perolehan capaian  Nilai AKIP perangkat daerah tahun 2021 sebesar 63,08  dengan nilai kategori  B  dan rasio 

capaian sebesar 90,11 persen dan tahun 2022 sebesar 71,72 dengan nilai kategori B atau dengan rasio capaian 

sebesar 102,40 persen 

• Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan 

Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal  yang ada pada Renstra DPMPTSPP tahun 2021-

2026. Indikator ini merupakan indikator berdasarkan penilaian kepatuhan pelayanan terpadu satu pintu oleh 

Ombudsman. Perolehan capaian  Rata-rata Tingkat kepatuhan pelayanan tahun 2021 sebesar 79,99  dengan 

nilai kategori  sedang dan rasio capaian sebesar 99,99 persen dan tahun 2022 sebesar 81,50 dengan nilai 

kategori kualitas tinggi atau dengan rasio capaian sebesar 101,88 persen. 

• Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi 

Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal  yang ada pada Renstra DPMPTSPP tahun 2021-

2026. Cara perhitungan inidikator ini adalah Jumlah data dan informasi  pelayanan perizinan dan non perizinan 
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yang sudah terintegrasi (dibagi) jumlah seluruh data dan informasi  pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang ada/ tersedia (dikali) 100 persen. Perolehan capaian  tahun 2021 sebesar 83,33   persen dan rasio capaian 

sebesar 132,27 persen dan tahun 2022 sebesar 100 persen dengan rasio capaian sebesar 153,85 persen. 

• Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM 

Indikator ini merupakan indikator urusan Penanaman modal  yang ada pada Renstra DPMPTSPP tahun 2021-

2026. Cara perhitungan inidikator ini adalah Jumlah investor yang  merelisasikan  investasinya (PMDN/PMA) 

tahun n (dikurang) Jumlah investor yang  merelisasikan  investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dibagi) jumlah 

investor yang  merelisasikan  investasinya (PMDN/PMA) tahun n-1 (dikali) 100 persen. Perolehan capaian  

tahun 2021 sebesar 53,06 persen dan tahun 2022 sebesar 22,67 persen dengan rasio capaian pada tahun 

2021 dan 2022 diatas 100 persen 

 

Anggaran dan Realiasai Pendanaan Pelayanan         

 Untuk mendukung tercapainya indikator diperlukan dukungan anggaran. Berikut anggaran yang digunakan untuk 

melakukan pelayanan dan pencapaian kinerja pada urusan Penanaman modal sampai dengan tahun 2022. 

Urusan Penanaman Modal 

Tahun 2018 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 575.471.900,- atau 91,15% dari anggaran yang tersedia. 

Tahun 2019 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 584.935.230,- atau 95,67% dari anggaran yang tersedia. 

Tahun 2020 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 130.983.500,- atau 96.54% dari anggaran yang tersedia. 

Tahun 2021 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 757.652.763,- atau 85,11 % dari anggaran yang tersedia  

Tahun 2022 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 884.227.626,- atau 88,22 % dari anggaran yang tersedia 

 

Urusan Penunjang 

Tahun 2018 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 3.584.425.111 atau 90,98 % dari anggaran yang tersedia. 

Tahun 2019 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 3.167.007.497,- atau 91,90 % dari anggaran yang tersedia. 

Tahun 2020 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 2.861.736.265,- atau 92,79 % dari anggaran yang tersedia. 

 

Urusan penunjang untuk tahun 2021 – 2022 sudah menggunakan program kegiatan berdasarkan Permendagri No. 90 

tahun 2019 sehingga anggaran urusan penunjang sudah termasuk anggaran penyediaan gaji ASN, sedangkan anggaran 

urusan penunjang tahun 2018 – 2020 belum termasuk gaji PNS/ ASN. 

 

Tahun 2021 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 6.550.660.898,- atau 91,24 % dari anggaran yang tersedia  

Tahun 2022 realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 6.093.084.243,- atau 87,72 % dari anggaran yang tersedia 

 

Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.8 
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  

Urusan Penanaman Modal 
 

Uraian 
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. Urusan Wajib  Pelayanan Dasar 

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 

Urusan Penanaman Modal 
631.345

.000 
611.389

.000 
135.676

.000 

                    
890.239

.491  

                
1.002.304.

800  

575.471
.900 

584.935
.230 

130.983
.500 

                 
757.652

.763  

                 
884.227

.626  
91,15% 95,67% 96,54% 85,11 88,22 

Program Peningkatan Iklim 
Investasi dan Realisasi Investasi 

45.940.
000 

237.584
.000 

10.780.
000 

0 0 
34.698.

000 
224.971

.130 
8.416.0

00 
0 0 75,53% 94,69% 78,07% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Informasi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Promosi dan 
Kerjasama Investasi 

561.580
.000 

355.830
.000 

96.166.
000 

0 0 
517.323

.900 
342.389

.100 
94.891.

000 
0 0 92,12% 96,22% 98,67% 0,00% 0,00% 

Program Penyiapan Potensi Sumber 
Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 

23.825.
000 

17.975.
000 

0 0 0 
23.450.

000 
17.575.

000 
0 0 0 98,43% 97,77% 0,00% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Pelayanan 
Publik 

0 0 
9.000.0

00 
0 0 0 0 

8.998.5
00 

0 0 0,00% 0,00% 99,98% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Pengawasan 
Internal dan Standarisasi 
Administrasi Pelayanan Perizinan 

0 0 
19.730.

000 
0 0 0 0 

18.678.
000 

0 0 0,00% 0,00% 94,67% 0,00% 0,00% 

Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

0 0 0 
                      

95.000.
000  

                      
41.892.70

0  
0 0 0 

                    
59.639.

165  

                    
40.740.

500  
0 0 0 62,78% 97,25% 

Program Promosi Penanaman 
Modal 

0 0 0 
                    

112.735
.500  

                    
220.391.5

00  
0 0 0 

                    
92.808.

848  

                 
212.524

.180  
0 0 0 82,32% 96,43% 

Program Pelayanan Penanaman 
Modal 

0 0 0 
                    

277.379
.721  

                    
222.619.5

00  
0 0 0 

                 
271.468

.700  

                 
215.263

.440  
0 0 0 97,87% 96,70% 

Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

0 0 0 
                    

369.963
.500  

                    
476.975.5

00  
0 0 0 

                 
304.811

.550  

                 
376.152

.506  
0 0 0 82,39% 78,86% 
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Uraian 
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Program Pengelolaan Data dan 
Sistem Informasi Penanaman 
Modal 

0 0 0 
                      

35.160.
770  

                      
40.425.60

0  
0 0 0 

                    
28.924.

500  

                    
39.547.

000  
0 0 0 82,26% 97,83% 

C. Urusan Penunjang 

Penunjang Lainnya 
3.939.6
30.000 

3.446.3
01.100 

3.083.9
50.500 

                
7.179.5
93.503  

                
6.946.122.

311  

3.584.4
25.111 

3.167.0
07.497 

2.861.7
36.265 

              
6.550.6
60.898  

              
6.093.0
84.243  

90,98% 91,90% 92,79% 91,24 87,72 

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.764.7
00.000 

2.557.9
42.500 

2.239.8
46.000 

0 0 
2.611.9
70.411 

2.326.8
79.297 

2.074.0
65.535,

00 
0 0 94,48% 90,97% 92,60% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

1.144.9
30.000 

868.358
.600 

764.204
.500 

0 0 
956.954

.700 
825.128

.200 
713.820
.730,00 

0 0 83,58% 95,02% 93,41% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

30.000.
000 

20.000.
000 

5.500.0
00 

0 0 
15.500.

000 
15.000.

000 
5.500.0
00,00 

0 0 51,67% 75,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Program Peningkatan Disiplin 
Aparatur 

0 0 
74.400.

000 
0 0 0 0 

68.350.
000,00 

0 0 0,00% 0,00% 91,87% 0,00% 0,00% 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

0 0 0 
                

7.179.5
93.503  

                
6.946.122.

311  
0 0 0 

              
6.550.6
60.898  

              
6.093.0
84.243  

0 0 0 91,24% 87,72% 

JUMLAH SELURUH ANGGARAN 
DAN REALISASI 

PROGRAM/KEGIATAN 

13.210.
248.500 

10.733.
520.533 

4.003.8
75.500 

                
8.069.8
32.994  

                
7.948.427.

111  

10.365.
196.881 

9.059.2
80.426 

3.722.3
05.094 

              
7.308.3
13.661  

              
6.977.3
11.869  

78,46% 84,40% 92,97% 90,56 87,78 
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 Tantangan dan  peluang dala pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu adalah: 

TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN  

Urusan Penanaman Modal 

1. Meningkatkan kepemilikan izin pelaku usaha 

2. Menyediakan data dan informasi perizinan dan non perizinan secara terintegrasi 

3. Meningkatkan realisasi investasi  PMA dan PMDN 

4. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung 

Timur. 

5. Pengelolaan forum tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tingkat 

Kabupaten Belitung Timur 

 

 

PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN  

Berikut peluang yang ada untuk meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

Urusan Penanaman Modal 

1. Dukungan dan Kebijakan Pusat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

2. Dukungan kebijakan pusat  yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau 

tanggungjawab sosial dan lingkungan 

 



 

 

  DINAS PENANAMAN MODAL, 
  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

BELITUNG TIMUR 

 
 

RENSTRA PERUBAHAN  
TAHUN 2021-2026 

 

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis DPMPTSPP  III - 1 

 

 
 

  BAB III 
 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
 

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Belitung Timur dalam pasal 2 huruf d, angka 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam menjalankan tugas  serta fungsi urusan 

yang terkait dengan Penanaman modal adalah rendahnya nilai realisasi investasi tahunan dan kepemilikan izin usaha 

yang ada Kabupaten Belitung Timur serta belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait regulasi yang 

sering berubah-ubah. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum 

digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik.  

Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah dipetakan ke dalam tabel pemetaan 

permasalahan pelayanan perangkat daerah, seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 
Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

        

1 Belum optimalnya nilai rata-rata 
kepatuhan standar pelayanan  di 
DPMPTSPP 

Banyaknya variabel indikator penilaian yang 
tidak terisi 

- Belum terpenuhinya 
komponen indikator 
kepatuhan  standar 
pelayanan 

2 Banyaknya usaha yang belum 
memiliki izin 

Pelaku usaha/ masyarakat enggan mengurus 
izin 

- Kurangnya pengetahuan 
masyarakat/ pelaku usaha 
akan manfaat memiliki izin 
usaha 

    Sistem Pelayanan Perizinan yang sering 
mengalami Perubahan 

- Kurangnya pengetahuan 
tentang penggunaan sistem 
aplikasi perizinan 

    Proses perizinan terhambat - Kurangnya sarana dan 
prasarana untuk 
pendampingan pengurusan 
perizinan secara elektronik 

3 Masih terdapat izin usaha yang belum 
efektif 

Pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan 
komitmen 

- Kurangnya pengetahuan 
pelaku usaha dalam 
pengurusan izin melalui 
sistem OSS 

    Kurangnya pengetahuan SDM perizinan - Peraturan perizinan sering 
mengalami perubahan 

4 Belum optimalnya realisasi investasi 
yang dilaporkan oleh pelaku usaha 

Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam 
penyampaian LKPM 

- Minimnya tingkat 
pengendalian PM 
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

5 Data dan  informasi perizinan belum 
terintegrasi seluruhnya 

Kurangnya pengolahan data dan  informasi  
perizinan 

- Terbatasnya SDM 
pengolahan data dan 
informasi 

      - Kurangnya sarana dan 
prasarana pendukung untuk  
mengolah data dan 
inforamsi perizinan 

6 Belum optimalnya pemberian insentif 
dan kemudahan berusaha bagi para 
investor dalam berinvestasi 

 Belum adanya peraturan terkait pemberian 
insentif 

-  Minat Investor untuk 
berinvestasi berkurang 
menyebabkan rendahnya 
nilai investasi daerah 

7 Belum optimalnya koordianasi 
kemitraan usaha kecil dan menengah 
dengan investor/ pengusaha besar 

 Belum terintegrasinya data-data UKM -  Kurangnya komunikasi dan 
data tentang UKM binaan 
yang ada di kabupaten 
Belitung Timur 

8 Belum optimalnya kerjasama promosi 
penanaman modal 

Masih rendahnya minat investor khususnya 
berskala besar untuk berinvestasi 

-  Kurangnya sinergisitas 
antara stakeholder untuk 
melakukan promosi PM 

 

 

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 

 

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang 

ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Belitung 

Timur. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut ditetapkan beberapa misi, diantaranya:  

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan 

sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk 

perluasan kesempatan kerja; 

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur  dan pengentasan kemiskinan. 

Berkaitan dengan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Belitung Timur terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdapat beberapa 

hal yang akan dilakukan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :  

 
Tabel 3.2 

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Periode 2021-2026 
 

Misi KDH / Program 
Pembangunan 

Pelayanan DPMPTSPP 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Misi  1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas 
umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

  Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Pelaksanaan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu, 
yaitu kesadaran masyarakat 
untuk memiliki izin dan 
pemenuhan komitmen 
perizinan pelaku usaha sangat 
rendah 

- Kurangnya pengetahuan pelaku 
usaha dalam pengurusan izin 
melalui sistem OSS 

Komitmen pemerintah 
daerah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik 

    - Sistem Pelayanan Perizinan yang 
sering mengalami Perubahan 
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Misi KDH / Program 
Pembangunan 

Pelayanan DPMPTSPP 
Faktor 

Penghambat Pendorong 

    - Kurangnya sarana dan prasarana 
untuk pendampingan pengurusan 
perizinan secara elektronik 

  

  Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

Data dan  informasi perizinan 
belum terintegrasi seluruhnya 

Terbatasnya SDM pengolahan data 
dan informasi 

Komitmen pemerintah 
daerah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik 

2 Misi  2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan 
kesempatan kerja 

  Program Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Penyediaan fasilitas 
kemudahan Penanaman Modal 
yaitu  belum optimalnya 
pemberian insentif dan 
kemudahan berusaha bagi para 
investor dalam berinvestasi 
dan koordinasi kemitraan 
usaha kecil dan menengah 
dengan investor/ pengusaha 
besar belum maksimal 

 Bekum adanya peraturan terkait 
pemberian insentif dan kemudahan 
berusaha 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

  Program Promosi 
Penanaman Modal 

Penyelenggaraan promosi 
penanaman modal yaitu belum 
optimalnya promosi 
penanaman modal 

Belum tersedianya data potensi 
dan peluang investasi  yang siap 
ditawarkan setiap sektor usaha 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

  Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Penyelenggaraan pengendalian 
pelaksanaan penanaman 
modal 

Kurangnya kesadaran pelaku usaha 
dalam penyampaian LKPM 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

2 Misi  3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur  dan pengentasan kemiskinan 

  -- -- -- -- 

 

 

 

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI 

 

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

URUSAN PENANAMAN MODAL 

Renstra urusan penanaman modal berpedoman kepada Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak 

ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu 

pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan 

Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut: 

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam 

Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi 

Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” 
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Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 

(dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut: 

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;  

2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 

3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 

5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 

7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 

8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 

9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan  

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran renstra BKPM dapat 

dilihat pada tabel 3.3. 

 

 

Tabel 3.3 
Telaahan Renstra DPMPTSP Terhadap  Kementrian dan Lembaga  

 

No 
Sasaran Kementrian/ 

Lembaga 
Sasaran Perangkat 

Daerah 

 Faktor  

Penghambat Pendorong 

URUSAN PENANAMAN MODAL DENGAN KEMENTRIAN/LEMBAGA (BKPM)   

1 
Meningkatnya realisasi 
penanaman modal; 

Meningkatnya  Investor 
yang berinvestasi 

-Kurangnya kesadaran pelaku 
usaha dalam penyampaian 
LKPM 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

2 
Meningkatnya 
kepercayaan pelaku 
usaha/penanam modal 

Meningkatknya  
Investor yang 
berinvestasi 

Belum tersedianya data 
potensi dan peluang investasi  
yang siap ditawarkan setiap 
sektor usaha 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

3 
Terwujudnya birokrasi 
yang bersih, efektif, dan 
melayan 

Meningkatnya  
pelayanan yang 
memenuhi kebutuhan 
dan harapan pengguna 
layanan  

- Kurangnya pengetahuan 
pelaku usaha dalam 
pengurusan izin melalui 
sistem OSS 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

  

    

- Sistem Pelayanan Perizinan 
yang sering mengalami 
Perubahan 

  

  

    

- Kurangnya sarana dan 
prasarana untuk 
pendampingan pengurusan 
perizinan secara elektronik 

  

  

    

- Kurangnya pengetahuan 
pelaku usaha dalam 
pengurusan izin melalui 
sistem OSS 

  

  

    

Terbatasnya SDM 
pengolahan data dan 
informasi 
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3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di 

Bidang Inovasi Agropoltan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan 

Cepat Berbasis Teknologi”.  

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 –2022, yaitu: 

1. Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah; 

2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas derah yang berkualitas; 

3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal; 

4. Meningkatkan pelayanaan dan kualitas kesehatan 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

6.   Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

 

Urusan Penanaman Modal 

Perangkat daerah yang menaungi urusan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Untuk mendukung pencapaian misi 

gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui misi 

ke-1 Pembangunaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, menuangkan ke dalam sasarannya berupa 

meningkatnya realisasi investasi. Sasaran ini mengacu pada sasaran adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan penanaman modal di 

Kabupaten Belitung Timur. Melalui misi ke-5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan 

sasaran  meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu, juga mengacu pada sasaran 

adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur 

berupa sasaran meningkatnya pelayanan perizinan. 

 

Tabel 3.4 
Telaahan Renstra DPMPTSPP Terhadap Renstra Provinsi 

 

No 
Sasaran Renstra 

Provinsi 
Sasaran                                            

Perangkat Daerah 

 Faktor  

Penghambat Pendorong 

URUSAN PENANAMAN MODAL DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI 
KEP. BANGKA BELITUNG 

1 

Meningkatnya 
kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan 
perizinan terpadu. 

Meningkatnya 
pelayanan perizinan  

- Kurangnya sarana 
prasarana berupa kendaraan 
khusus pelayanan perizinan 
untuk verifikasi perizinan ke 
lapangan 

Komitmen pemerintah 
daerah untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan publik 
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No 
Sasaran Renstra 

Provinsi 
Sasaran                                            

Perangkat Daerah 

 Faktor  

Penghambat Pendorong 

- Tim teknis masih berada di 
perangkat daerah teknis 
masing-masing, 

-     Aplikasi OSS yang masih 
dalam tahap penyempurnaan 
oleh  pusat namun harus 
segera dilaksanakan, sehingga 
kemampuan memfasilitasi 
dunia usaha untuk 
menggunakan OSS masih 
terbatas 

2 
Meningkatnya nilai 
realisasi investasi.  

Meningkatnya  
Investor yang 
berinvestasi 

Belum adanya data potensi dan 
peluang investasi yang siap 
ditawarkan setiap sektor 
berdasarkan study kelayanan 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah 
untuk mengembangkan  
potensi investasi untuk 
meningkatkan nilai 
investasi daerah 

      

-    Minimnya kualitas SDM 
yang terlatih di bidang 
pengeloaan informasi 

  
Masih ada perusahaan yang 

tidak tahu bahwa 
menyampaikan LKPM adalah 
kewajiban. 

Kurangnya pemahaman 
perusahaan terkait tata cara 
pengisian LKPM. 

 
 

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah Penataan ruang wilayah Kabupaten 

bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten 

kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia dengan kekuatan dan daya 

saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola 

ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Dibanding dengan struktur dan pola eksisting maka DPMPTSP dapat mengidentifikasi arah (geografis) 

pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun 

mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai RTRW Kabupaten Belitung 

Timur. 
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Tabel 3.5 

Telaahan Renstra DPMPTSP Terhadap Tata Ruang Wilayah 

 

No RTRW Pelayanan DPMPTSPP 
 Faktor  

Penghambat Pendorong 

URUSAN PENANAMAN MODAL  

1 
Kawasan strategis 
berdasarkan kepentingan 
ekonomi 

Penyediaan fasilitas kemudahan 
Penanaman Modal yaitu  belum 
optimalnya pemberian insentif 
dan kemudahan berusaha bagi 
para investor dalam berinvestasi 
dan koordinasi kemitraan usaha 
kecil dan menengah dengan 
investor/ pengusaha besar 
belum maksimal 

 Bekum adanya peraturan 
terkait pemberian 
insentif dan kemudahan 
berusaha 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah 
untuk meningkatkan 
nilai investasi daerah 

2 
Kawasan strategis 
berdasarkan kepentingan 
sosial budaya  

Program yang mendukung : Belum tersedianya data 
potensi dan peluang 
investasi  yang siap 
ditawarkan setiap sektor 
usaha 

Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

 

 

 

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian Analisis yang sistematis, menyeluruh dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (pasal 1 UU No 32/2009 

tentang perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Pemahaman ini menunjukkan bahwa 

KLHS merupakan sebuah kajian atau suatu analisis untuk mengetahui sejauh mana daya dukung dan daya 

tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko 

kebencanaan, dan sebagainya. Berikut indikator Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Belitung Timur 

yang termasuk dalam urusan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

 

Tabel 3.6 
Telaahan Terhadap KLHS 

 

No KLHS Pelayanan DPMPTSPP 
 Faktor  

Penghambat Pendorong 

URUSAN PENANAMAN MODAL  

1 

Laju pertumbuhan PDRB per 
tenaga kerja/Tingkat 
pertumbuhan PDB riil per 
orang bekerja per tahun 

Penyelenggaraan promosi 
penanaman modal yaitu 
belum optimalnya promosi 
penanaman modal 

Belum tersedianya 
data potensi dan 
peluang investasi  
yang siap ditawarkan 
setiap sektor usaha 

Adanya komitmen 
pemerintah daerah untuk 
meningkatkan nilai investasi 
daerah 

    Program yang mendukung :     

    
Program Promosi 
Penanaman Modal     
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3.5 ISU-ISU STRATEGIS  

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah dapat dilihat dari identifikasi permasalahan berdasarkan bidang-

bidang dan mengacu pada isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Belitung 2021-2026. Isu-

isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai 

berikut: 

Urusan Penanaman Modal : 

1. Masih rendahnya nilai rata-rata kepatuhan standar pelayanan  di DPMPTSPP 

2. Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal/ investasi 

3. Belum optimalnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat  investor untuk 

berinvestasi 
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